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KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : t*g /Kpts/pUt/ .41 0 tH.1 Z.5,!OA12OZ2

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPTP BANGKA BELITUNG
NOMOR: 31 /Kpts/PW .41O1H.12.5IO1 t2O22 TENTANG PEMBENTUKAN TtM KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI} MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK} DAN WLAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM}

BALAT PENGKAJTAN TEKNOLOGT PERTAN|AN {BpTp)
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGKA'IAN TEKNOLOGT PERTANIAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan pembangunan Zona
lntegritas menuju Wilayah Bebas Korupsi WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka dipandang
perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona lntegritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Pengkajian Teknotogi
Pertianian (BPTP) Kepulauan Bangka Belitung;

b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran
Keputusan inidipandang mampu dan memenuhisyarat untuk
ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona lntegritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) Kepulauan Bangka Belitung;

c. Bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b dipandang perlu menetiapkan Keputusan
Kepala Balai Pengkajian Teknotogi Pertanian (BPTP)
Kepulauan Bangka Belitung tentang pembentukan Tim Kerja
Pembangunan Zona lntegritas menuju Wilayah Bebas
Korupsi WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBBM) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat 1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999,
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik



lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 55 Tahun 2012
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah T ahun 2O1 2-201 4:

3. lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2014
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBBM) di Lingkup Kementerian / Lembaga dan Pemerintah
Daerah.

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ; 11 Tahun 2019 tanggal
1 1 Februari 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik lndonesia Nomor 44
Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Keria Unit
Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian

7. Peraturan Menteri Pertanian Republik lndonesia Nomor 09
Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok
Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit
Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian

8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
:511/Kpts/KP.2301N0912021 tanggal 10 September 2021
tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatian
Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian

9. Surat Perintah Kepala BBP2TP Nomor : B-
247 2lKP .21 0 lH. 1 21 1 0 12021 tang gal 1 4 Oktober 202 1 tentang
Penugasan Plt. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan
Pengkajian BPTP Bangka Belitung

10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik lndonesia
nomor: 288/KptslKP.230lN4l2022 tanggal 26 Aptil 2022
tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengankatan
Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI
PERTANTAN (BPTP} KEPULAUAN BANGKA EETITUNG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WLAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI BALAI
PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona lntegritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi WBK) dan \Mlayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) Balai Pengkajian Teknolqi Pertanian (BPTP)
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebagai tercantum
dalam lampiran I surat keputusan ini;
Peruhahan Tlm KetomBok Kerja (POKJA) Pem.bangunan Zona
lntegritas (Zl) menuju llfilayah Bebas Korupsi (VVBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 sebagai
tercantum dalam lampiran ll surat keputusan ini;

Tugas Tim Kelompok Kerja (POKIA) Pembangunan Zana
tntegritas (Zt) menuju \Ifilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah :

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung
keberhasilan Pembangunan Zona lntegritas menuiu wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wlayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) :

. Penandatanganan Dokumen Pakta lntegritas

. Pemenuhan Kewajiban LHKPN

. Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja

. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Keuangan

. Penerapan Disiplin PNS

. Penerapan Kode Etik Khusus

. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik

. Pembangunan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak
Pidana Korupsi

" PengendalianGratifikasi
o Penaoganan Benturan Kepentingan
. Kegiatan Pendidikan /Pembinaan dan Promosi Anti

Korupsi
r Pelaksanaan Saran perbaikan yang diberikan oleh

BPKKPKAPIP
2. Berkoordinasi dan konsuttasi dengan pihak terkait unluk

kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja

Pembangunan Zona lntegritas menuju \lVilayah bebas dari
Korupsi WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

WBBM) kepada Kepala Balai Pengkaiian Teknologi
Pertanian (BPTP) Kepulauan Bangka Belitung.



KEEMPAT Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang.
Pada I Agustus 2022

Teknologi Pertanian

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
2. Pejabat Eselon lV BPTP Kepulauan Bangka Belitung
3. Sub. Koordinator Program dan Evaluasi BPTP Kepulauan Bangka Belitung
4. Sub. Koordinator KSPP BPTP Kepulauan Bangka Belitung
5. Yang bersangkutan

NIP 1 001
s.si., M.sit

\1

Dr. Agus wahyana



Lampiran I

Nomor
Tanggal

Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Kepulauan Bangka Belitung
[]9 /Kpts/pw.4 10tH.12.5tA8t2A22
I Agustus 2022

TrM KERJA PEMBANGUNAN ZONA TNTEGRTTAS (Zr) MENUJU tIUrl-AYAH BEBAS
KORUPST (WBK) DAN WTLAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

BALA! PENGKAJTAN TEKNOLOGT PERTANTAN (BPTP)
KEPUI.AUAN EA}TGKA BELITUNG

TAHUN 2022

o Melakukan pembinaan
pembangunan Zlmenuju
\AIBK dan WBBM di BPTP
Kep. Bangka Belitung;

o Memonitor pelaksanaan
pembangunan Zl menuju
WBKdan WBBM dan
pemantauan di lapangan;

o Mernbimbing, mengarahkan
pelaksanaan pembangunan Zl
menuju WBK dan WBBM di
BPTP

. Merancang program kerja
pembangunan Zl menuiu
WBK dan WBBM di BPTP
Kep. Bangka Belitung;

. Merancang jadwal
pelaksanaan pembangunan Zl
menuju \AIBK dan WBBM dan
pemantauan di lapangan;

r Mernbimbing, mengarahkan
pelaksanaan pembang unan Zl
menuju \A/BK dan WBBM di
BPTP

o Menyiapkan data dan
informasi sebagai bahan
penyusunan evidance
\AIBIONBBM;

o Melakukan pencatatan setiap
evidance yang masuk ke
dalam sistem;

r Menyiapkan bahan laporan
hasilkegiatan.

No Nama / NIP Jabatan Uraian Tugas

(1) (2\ (3) (4)

1 Dr. Agus Wahyana Anggara,
S.Si., M.Si
NtP 19740402 199903 1 001

Pengarah Memberikan arahan datam
pelaksanaan pembangunan Zl
menuju WBK dan \ tsBM di
BPTP Kep. Bangka Belitung

2. Ahmadi, S.P., M.Sc
NrP 19681001 200501 1 001

Penanggungjawab

3. Dr. lrma A. Fachrista, S.P,
M.M
NtP 1984o5O220oW12 009

4. Fitria Yuliani, S.P., M.Si
NtP 1 9890723 2A1902 2 AA1

Sekretaris

I

I

I

t
I

Ketua



No Nama / NIP Jabatan Uraian Tugas

(1) (2) (3) (4)

5 Nuraini, S.Pt., M.Sc
NtP 198001 16 200604 2 001

Anggota Menyediakan sarana dan
prasana untuk mendukung
kegiatan dalam memenuhi
evidence pembangunan Zl
menuju WBKMBBM agar
terlaksana dengan baik.

6 Minas Tiurlina P, S.P., M.Si
NIP 19721202200501 2401

Anggota

7 Ria Maya, S.P
NIP 19800502 200910 2004

Anggota

8. Muspitawati, S.A.P
NtP 19750101 200604 2 001

Anggota

Ditetapkan di
Pada

Pangkalpinang
9 Agustus 2022

Teknologi Pertanian

a

I 001
s.si., M.siT



Lampiran ll

Nomor
Tanggal

: Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Kepulauan Bangka Belitung

: tTp /Kpts/PW.4 1 AH.1 2.51 o&l2o22
: I fuustus 2022

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBANGUNAT{ ZONA TNTEGRTTAS {Zr} MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUP$ (WBK) DAN WTLAYAH BTROKRAST BERSTH DAN MEr-AyANt (WBBM)

BALAT PENGKAJTAN TEKI.IOLOG| PERTAN|AN (BpTpl
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2022

No Area
Perubahan

Nama Penanggung Jawab
dan Anggota

Uraian Tugas

(1) (z',t (3) (4)
1 Manajemen

Perubahan
Ahmadi, S.P., M.Sc
o Minas Tiurlina P, S.P., M.Si
o Nuriani, S.Pt., M.Sc

Melengkapi evidence untuk area
Manajemen Perubahan,
mencakup:
a. Tim Kerla;
b. Dokumen Rencana

Pembangunan Zl;
c. Pemantauan dan Evaluasi

Pembangunan WBKMBBM
d. Perubahan Pola Pikir dan

Budaya Keria
2. Penataan

Tata
Laksana

Ahmadi, S.P., M.Sc
o FebiOktria, S.ST
r Dian Yunita R, S.P
r Ria Maya, S.P
r Siska Erma Yuliza, S-Tr.P

Melengkapi evidence untuk area
Penataan Tatalaksana, mencakup:
a. Proseduroperasional tetap

(SOP) kegiatan utama;
b. E-Office;
c. Keterbukaan lnformasi Publik.

3. Penataan
Sistem
Manaiemen
SDM

Ahmadi, S.P., M.Sc
r Ria Maya, S.P
r Dr. lrma A. Fachrista* S.P.,

M.M
r Minas Tiurlina P, S.P., M.Si

Melengkapi evidence untuk area
Penataan Sistem Manajemen
SDM, mencakup:
a. Perencanaan Kebutuhan

Pegawai Seusai dengan
Kebutuhan;

b. Pola Mutasilntemal;
c. Pengembangan Pegawai

Berbasis Kompetensi;
d. Penataan Kinerja lndividu;
e. Penegakan aturan

disiplin/kode etiUkode perilaku
pegawai;

t. Sistem lnformasi
Kepegawaian;

4. Penguatan
Akuntabilitas

Fitria Yuliani, S.P., M.Si
e Dr. lssukindarsyah, S.P.,

M.Sc
o Muspitawati, SAP
r GumantiDwi Mawarni,

S.Tr.Pt

Melengkapi evidence untuk area
Penguatan Akuntabilitas,
mencakup:
a. Keterlibatan Pimpinan;
b. Pengelolaan Akuntabilitas

Kineria;

I
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5 Penguatan
Pengawasan

Dr. lrma A. Fachrista, S., M.M
o Fitria Yuliani, S.P., M.Si
o Tri Wahyuni, S.P

Melengkapi evidence untuk area
Penguatan Pengawasan,
mencakup:
a. Pengendalian gratifikasi;
b. Penerapan SPIP;
c. Pengaduan Masyarakat;
d. \Mistle Blowing System;
e. Pengualan Benturan

Kepentingan
6. Peningkatan

Kualitas
Pelayanan
Publik

Dr. lrma A. Fachrista, S.P., M.M
o Dian Yunita R, S.P
o Febi Oktria, S.ST
r DeibeiSaphira, S.lP

Melengkapi evidence untuk area
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik, mencakup:
a. Standar Pelayanan;
b. Budaya Pelayanan Pnma:
c. Penilaian Kepuasan

Pelayanan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 9 Agustus 2O22

Teknologi Pertanian

1 001
s.si., M.sit

a
d



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN ZI-\A'BK.\A/BBM
BPTP KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG

No.

Dok
B-s/Ffir/F.t!
x.Etorl2or,.

Revisi

Dibuat oleh, Diperiksa oleh, Diketahui oleh, Disahkan oleh,

Terbit : z 1-65n 256

&. sundyado, SP, MP
NIP r97r05r3 r99E031 002-r,gffiL?,r,Or. slryrho, S.A, M.Sl

NtP 19841019 201101 1 005 NrP 19800502 200910 2 00,1

1. Dasar Hukum
1.1. UU Rl No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1.2. UU Rl No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
'l.3. Peraturan Menteri Pertanian No. 6'l/Permentan/OT.'140l 10 Tentang

Organisasi dari Tata Keria Kementerian Pertanian
1.4.lnstruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan

1.5. Peraturan Menteri PAN RB No. 60/2012 Tenlang Pedoman Pembangunan
Zona lntegritas Menuju Wlayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (\ /BBM) di Lingkup Kementedan/Lembaga dan
Pemerintah Daerah

1.6. Peraturan Menpan RB : PERyog/M.PAN/022006 Tentang Kebijakan
Pengawasan lntem Pemerintah Tahun 2006

1.7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuiu
\ fir^r,^tr o^L^^ ,^; \v'vl,r, \,rer\/ ua,, t.r'qra' I Dnv^ras' orrisiii uaii iiie'craiii
(WBBM) di Lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

2. Kualifikasi Pelaksana
2.'l.Minimal berpendidikan S'l dan bisa mengoperasikan komputer
2.2. Memahami tujuan organisasi
2.3. Memahami ZI-WBK-WBBM

w'



3. Keterkaitan
3.1. SOP Penyusunan rencana ke.ja
3.2. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan

4. Prosedur
4.1. Sekretariat SPI dan anggota tim SPI menyiapkan rencana dan bahan kegiatan

Zl-\ /tsK-I /tsBM dan diserahkan kepada Ketua tim SPI
4.2. Ketua tim SPI meminta persetujuan kepada Kepala BPTP Bangka Belitung
4.3. Sekretariat SPI yang terdiri dari anggota dan ketua SPI melaksanakan

kegaatan ZI-WBK-WBBM dimana data dan informasi hasil kegiatan dapat
diakses oleh khalayak

4.4. Sekretariat SPI yang terdiri dari anggota dan ketua SPI Menyusun laporan
kegiatan Zl-\ /BK-t iBBM di lingkungan BPTP Bangka Belitung

4.5. Sekretarist SPI mendokumentasikan laporan kegiatan Zl-\ /tsK-WBBM di
lingkungan BPTP Bangka Belitung



SOP PELAKSANAAN KEGIATAN ZI.WBK-WBBM
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BANGKA BELITUNG
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